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MONEY POLITIK DALAM PILKADA

Deskripsi masalah ;

Sudah menjadi rahasia umum kontestasi politik di berbagai daerah kerap diwarnai upaya

upaya membeli suara rakyat dengan sejumlah materi berupa uang, sembako dsb (money politik),

tak terkecuali di banua kita tercinta. Hal ini jelas mencederai demokrasi, karena materi akan

menjadi indikator kemenangan dalam kontestasi tersebut. Calon pemimpin akan meraih suara

terbanyak dengan kekayaan yg ia miliki atau yg ia terima dari pengusaha, bukan dengan integritas

dan dedikasinya, ataupun visi, misi, ide dan solusi yg ia tawarkan.

Sebenarnya money politik dalam pilkada termasuk pelanggaran terhadap hukum negara,

sebagaimana yg tertuang UU No 10 tahun 2016 Pasal 187A berikut ;

1.

Setiap orang yg dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia baik secara langsung
ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon
tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 4
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pidana yg sama diterapkan kepada pemilih yg dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Darul Ifta” Mesir juga memutuskan bahwa jual beli suara atau money politik termasuk dalam

kategori risywah yg diharamkan. Berikut teks fatwanya yg bersumber dari situs resmi Darul Ifta’

Mesir ;
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Hanya saja praktek money politik tidak pernah dibahas dalam kitab kitab figh klasik, karena
semasa hidup para pengarangnya sistem demokrasi memang belum dikenal di dunia Islam seperti
saat ini. Definisi risywah dalam beberapa kitab klasik cenderung spesifik pada pemberian kepada
hakim atau pejabat, bukan kepada rakyat. Sementara para pelaku money politik selalu berkilah
dengan mengatakan bahwa pemberian tersebut hanya sekedar sedekah atau hadiah, bukan jual beli
suara. Padahal dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di posisi tertinggi, di mana
penentuan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan rakyat. Di sisi lain, dalam persepsi

masyarakat kita siapa yg bersedia menerima pemberiannya maka ia harus siap meluluskan



keinginannya dengan menjatuhkan pilihan kepadanya, jika tidak maka dianggap ia telah

berkhianat.

Pertanyaan ;

1.

Adakah teks kitab kitab klasik yg menguatkan fatwa Darul Ifta’ Mesir di atas ?.

2. Adakah illah lain yg juga menjadi dasar keharaman money politik ?.

3. Bagaimana pula hukum mendukung, mambantu atau membiarkan praktek money politik ?.
Jawaban ;
1. Dalam kitab Al Bahr ar Ra’iq dan Hasyiah Ibnu Abidin dinukilkan definisi risywah dari kitab

Al Mishbah yg maksudnya risywah bukan hanya pemberian seseorang kepada hakim, namun
juga kepada selain hakim, dengan gashad (tujuan) supaya si penerima memberikan keputusan

yg menguntungkannya, atau menghantarkannya kepada apa yg diinginkannya.

Referensi ;
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Dalam kitab Al Fa’iq disebukan definisi sukt yg tertera dalam QS Al Ma’idah : 42, yg dari
situ dapat difahami bahwa praktek risywah memang kerapkali dilakukan dengan embel embel
hadiah, sehingga pengakuan si pelaku bahwa itu cuma hadiah tidak bisa dipegang dan

dibenarkan.

Referensi ;
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Dalam kitab Jami’ al Adab dikatakan bahwa sekalipun terjadi kesamar-samaran antara hadiah

dan risywah tapi titik perbedaannya cukup terang, yakni terletak pada gqashad



(tujuan/motif/modus). Jika gashadnya ialah membatalkan kebenaran dan membenarkan
kebatilan demi meraih ambisi dan keinginannya maka itu termasuk risywah. Dalam hal ini

qashad para pelaku money politik ialah meraih ambisi politiknya dengan melanggar aturan yg
berlaku.
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Money politik dalam pilkada melanggar undang undang yg notabeni lebih kuat dari sekedar
perintah imam (kepala negara). Jika perintah imam saja wajib ditaati selama mengandung
maslahat, apalagi undang undang yg merupakan kesepakatan antara imam dan wakil rakyat.
UU No 10 tahun 2016 Pasal 187A jelas dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kepemimpinan
daerah yg korup akibat banyaknya biaya yg dikeluarkan menjelang pemilihan.
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Di samping itu money politik menjadi wasilah atau pengantar bagi terciptanya kepemimpinan

yg rawan penyelewengan, seperti yg disinggung di atas. Bisa dipastikan pelakunya akan
berpikir untuk membalikkan modal jika dana yg ia keluarkan adalah miliknya sendiri, dan

akan selalu berpihak kepada pemodal jika dana yg ia gunakan adalah milik orang lain.
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Mendukung dan membantu semua jenis perbuatan dosa termasuk dalam kategori ta ‘awun ala
al itsmi yg telah dilarang dalam QS Al Ma’idah : 2. Baik warga, ketua RT, ketua RW hingga
para pejabat tinggi diwajibkan untuk mewujudkan pilkada yg bersih dari money politik di
wilayahnya masing masing. Begitu pula KPUD, Bawaslu dan segenap instansi yg terkait
diwajibkan untuk berperan aktif dalam mengawasi, memantau dan menindak setiap

pelanggaran pilkada yg terjadi, tak terkecuali kasus kasus money politik.
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